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 Abstract. This study examines the scope of corporate criminal 
liability in corruption offences related to the governance of tin 
commodities and evaluates the relevance of Law Number 1 of 
2023 on the Criminal Code to the construction of corporate 
criminal liability. The research employs a normative legal method 
using a statutory approach, a conceptual approach, and a case 
approach. The findings demonstrate that a person’s formal 

position within a corporate structure does not, by itself, constitute 
sufficient grounds for imposing criminal liability. The 
determination of individual liability must be based on concrete 
involvement, authority, corporate interests, benefits obtained, 
control, or acquiescence that is connected to the criminal offence. 
This issue is reflected in the Harvey Moeis case, in which criminal 
liability was established on the basis of his personal involvement 
and individual fault as proven in the proceedings. Accordingly, his 
criminal liability as an individual cannot automatically be 
construed as corporate criminal liability. The development of 
national criminal law through Law Number 1 of 2023 further 
clarifies the legal framework. Article 45 expressly recognizes 
corporations as subjects of criminal offences, while Articles 46, 47, 
and 48 further regulate the basis of corporate criminal liability. At 
the same time, corruption offences are addressed through Articles 
603 and 604, which have substantive connections with Articles 2 
and 3 of the Anti-Corruption Law. Therefore, corporate criminal 
liability cannot be established merely from an individual's 
relationship with a corporation, but requires proof of a concrete 
connection between the criminal offence, the individual's conduct, 
and the interests or involvement of the corporation, while 
maintaining the principles of criminal responsibility and 
culpability.  
 
Abstrak. Abstrak. Penelitian ini mengkaji ruang lingkup 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana 
korupsi terkait tata kelola komoditas timah serta mengevaluasi 
relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap konstruksi 
pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini 
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan 
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kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan formal 
seseorang dalam struktur korporasi tidak dengan sendirinya 
menjadi dasar yang cukup untuk menetapkan 
pertanggungjawaban pidana. Penetapan pertanggungjawaban 
individu harus didasarkan pada keterlibatan nyata, kewenangan, 
kepentingan korporasi, manfaat yang diperoleh, pengendalian, 
atau pembiaran yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Hal 
ini tercermin dalam kasus Harvey Moeis, di mana 
pertanggungjawaban pidana ditetapkan berdasarkan keterlibatan 
pribadi dan kesalahan individu sebagaimana terbukti dalam 

persidangan. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana dirinya 
sebagai individu tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai 
pertanggungjawaban pidana korporasi. Perkembangan hukum 
pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 
semakin memperjelas kerangka hukumnya. Pasal 45 secara tegas 
mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, sementara 
Pasal 46, 47, dan 48 mengatur lebih lanjut mengenai dasar 
pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada saat yang sama, 
tindak pidana korupsi diatur melalui Pasal 603 dan 604, yang 
memiliki keterkaitan substansial dengan Pasal 2 dan 3 Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, 
pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat ditetapkan 

semata-mata berdasarkan hubungan individu dengan korporasi, 
melainkan memerlukan pembuktian adanya kaitan nyata antara 
tindak pidana, tindakan individu, serta kepentingan atau 
keterlibatan korporasi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-
prinsip pertanggungjawaban pidana dan kesalahan. 
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PENDAHULUAN 

Persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh 
individu, tetapi juga dapat muncul dalam kegiatan usaha yang melibatkan organisasi korporasi. 
Kompleksitas hubungan bisnis, pembagian kewenangan, serta proses pengambilan keputusan 
dalam perusahaan memungkinkan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana 
berlangsung melalui atau berkaitan dengan aktivitas korporasi. Dalam keadaan demikian, 
penentuan subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana menjadi persoalan 
penting dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh perlunya menentukan apakah perbuatan 
tersebut merupakan kesalahan pribadi dari orang yang terlibat atau terdapat dasar yang 
memungkinkan perbuatan tersebut diatribusikan kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana 

(Hiariej, 2020). 
 
Kedudukan korporasi sebagai subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana telah dikenal 
dalam berbagai peraturan pidana khusus di Indonesia. Dalam konteks pemberantasan korupsi, 
konstruksi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut 
membuka ruang bagi penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi maupun pengurusnya ketika 
tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Dengan demikian, keterlibatan 
korporasi dalam suatu tindak pidana tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban 
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pengurus, demikian pula pertanggungjawaban pengurus tidak secara otomatis menghapus 
kemungkinan pertanggungjawaban korporasi. Masing-masing pertanggungjawaban harus 
ditentukan berdasarkan peran, perbuatan, dan dasar kesalahan yang dapat dibuktikan dalam 
perkara (Republik Indonesia, 1999). 
 
Meskipun korporasi telah ditempatkan sebagai subjek tindak pidana, penerapan 
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi masih menghadapi persoalan. Salah 
satu persoalannya adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku 
tindak pidana korupsi, meskipun dasar normatif mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek 
tindak pidana telah tersedia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kendala tersebut berkaitan 

antara lain dengan ketidaklengkapan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi 
serta kesulitan dalam penerapannya terhadap perkara konkret (Hikmawati, 2017). 
 
Persoalan lain terletak pada hubungan antara perbuatan individu dengan pertanggungjawaban 
korporasi. Pemidanaan terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan atau hubungan dengan 
suatu korporasi tidak secara otomatis dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban pidana 
korporasi. Perlu dibedakan antara perbuatan pribadi pengurus atau pejabat korporasi dengan 
perbuatan yang secara hukum dapat diatribusikan kepada korporasi. Penelitian terdahulu 
mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum antikorupsi Indonesia 
menunjukkan pentingnya membedakan pertanggungjawaban pejabat korporasi dengan 
pertanggungjawaban korporasi agar suatu perbuatan individu tidak secara otomatis dibebankan 
kepada badan hukum tanpa dasar atribusi yang memadai (Wibisana & Marbun, 2018). 
 
Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup 
dianalisis hanya berdasarkan status seseorang sebagai pengurus atau pihak yang mempunyai 
hubungan dengan korporasi. Analisis harus mempertimbangkan hubungan antara perbuatan 
individu dengan kegiatan, kepentingan, manfaat, maupun pengendalian korporasi. Pembedaan 
tersebut menjadi penting dalam perkara korupsi yang mempunyai dimensi kegiatan usaha karena 
terdapat kemungkinan bahwa perbuatan individu dilakukan dalam kapasitas pribadi, tetapi 
terdapat pula kemungkinan bahwa perbuatan tersebut mempunyai hubungan fungsional dengan 
kegiatan atau kepentingan korporasi. 
 
Untuk mengatasi persoalan dalam penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan korporasi, 
Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Kehadiran peraturan tersebut 
memberikan kerangka bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam memproses perkara yang 
melibatkan korporasi, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang bertindak untuk 
dan atas nama korporasi. Pengaturan ini menjadi penting mengingat sebelum adanya pedoman 
tersebut masih terdapat persoalan dalam menentukan dasar serta tata cara pembebanan 
pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai badan hukum. 
 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(UU No.1/2023) membawa perkembangan baru dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana 
korporasi di Indonesia. Korporasi secara tegas ditempatkan sebagai subjek tindak pidana, disertai 
dengan pengaturan mengenai keadaan dan dasar yang dapat digunakan untuk menentukan 
pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam 

sejumlah peraturan pidana khusus mulai diarahkan ke dalam kerangka hukum pidana nasional 
yang lebih terintegrasi melalui KUHP Nasional (Alfakar et al., 2023). 
 
Pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa kepentingan korporasi masih 
menjadi bagian dari konstruksi delik yang dirumuskan dalam hukum pidana nasional. Hal tersebut 
dapat dilihat dari Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1/2023. Pasal 603 berkaitan dengan tindakan 
memperkaya diri, pihak lain, maupun korporasi secara melawan hukum yang berdampak pada 
kerugian keuangan atau perekonomian negara. Adapun Pasal 604 ditujukan terhadap 
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh berdasarkan jabatan atau 
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kedudukan untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri, pihak lain, atau korporasi yang 
menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Dengan dicantumkannya 
korporasi sebagai pihak yang dapat memperoleh keuntungan dalam kedua rumusan tersebut, 
terlihat bahwa aspek kepentingan korporasi tetap memperoleh tempat dalam pengaturan tindak 
pidana korupsi berdasarkan KUHP Nasional. 
 
Perkembangan tersebut relevan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi karena 
pengaturan dalam KUHP Nasional tidak hanya mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek 
tindak pidana, tetapi juga mengatur perkembangan model dan dasar pertanggungjawaban 
korporasi. Penelitian terdahulu mengenai UU No.1/2023 menunjukkan bahwa KUHP Nasional 

membawa perkembangan terhadap model pertanggungjawaban pidana korporasi dengan 
mengakui korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana Alfakar et al., 
2023). Namun demikian, dalam penelitian ini ketentuan UU No.1/2023 tidak ditempatkan sebagai 
dasar pemidanaan terhadap perkara yang telah diputus sebelum ketentuan tersebut berlaku, 
melainkan sebagai perkembangan hukum yang akan dianalisis relevansinya terhadap objek 
penelitian. 
 
Konstruksi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh relevansinya dalam 
perkara korupsi yang berkaitan dengan tata kelola komoditas timah dan melibatkan Harvey Moeis. 
Dalam perkara tersebut, Harvey Moeis diperiksa dan didakwa sebagai pelaku perseorangan atas 
tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan tata niaga timah. Berdasarkan Putusan Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN 
Jkt.Pst yang dijatuhkan pada 23 Desember 2024, majelis hakim menyatakan bahwa Harvey Moeis 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta 
tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. 
 
Perkara Harvey Moeis mengalami perubahan pemidanaan pada setiap tahapan pemeriksaan. 
Putusan pada tingkat pertama menetapkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp1 
miliar, dan kewajiban pembayaran uang pengganti Rp210 miliar. Dalam pemeriksaan banding, 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI 
mengubah dan memperberat pidana tersebut menjadi 20 tahun penjara, disertai denda Rp1 miliar 
serta uang pengganti Rp420 miliar. Setelah pemeriksaan banding tersebut, perkara kemudian 
berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. 
 

Perkara ini telah menjadi objek penelitian terdahulu diantaranya, penelitian pertama dilakukan 
oleh Faizah Anindita dan Trubus Rahardiansyah (2025) yang menganalisis dampak ekonomi dan 
lingkungan dari tindak pidana korupsi dalam kasus Harvey Moeis. Penelitian tersebut menyatakan 
bahwa tindak pidana korupsi dapat melibatkan aktor dari sektor swasta dan menimbulkan dampak 
sistemik terhadap perekonomian, lingkungan, serta kepercayaan publik. Namun, penelitian 
tersebut belum secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana komisaris sebagai organ 
perseroan, sehingga aspek batas pertanggungjawaban pidana komisaris masih terbuka untuk dikaji 
lebih lanjut (Anindita & Rahardiansyah, 2025). 
 
Penelitian kedua dilakukan oleh Iftina Cahyanda Putri Aimee, Ginta Amelia Cahya, Annisa 
Rukhillah Nur Fahturosa, Martitah, dan Dewi Sulistianingsih (2026) yang menganalisis keadilan 
substantif dalam putusan kasus korupsi Harvey Moeis dengan menggunakan teori hukum Gustav 

Radbruch. Penelitian tersebut menyatakan bahwa putusan tingkat pertama yang menjatuhkan 
pidana 6 tahun 6 bulan menimbulkan persoalan proporsionalitas pemidanaan apabila 
dibandingkan dengan besarnya kerugian negara, serta menyoroti pentingnya konsistensi 
pemidanaan untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Namun, penelitian 
tersebut berfokus pada keadilan substantif dan pemidanaan dalam putusan Harvey Moeis, 
sehingga belum mengkaji secara khusus dasar dan batas pertanggungjawaban pidana komisaris 
sebagai organ pengawas korporasi. Dengan demikian, aspek pertanggungjawaban personal 
komisaris dalam tindak pidana korporasi masih relevan untuk diteliti (Aimee et al., 2026). 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Moses Cristofel dan Boedi Prasetyo (2025) yang 
menganalisis inkonsistensi penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dalam perkara Harvey Moeis. 
Penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan pedoman pemidanaan belum sepenuhnya 
mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan sehingga berpotensi menimbulkan disparitas 
pemidanaan dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas peradilan. Namun, 
penelitian tersebut berfokus pada pedoman pemidanaan dan pertimbangan hakim, bukan pada 
dasar dan batas pertanggungjawaban pidana komisaris dalam tindak pidana korporasi. Dengan 
demikian, penelitian mengenai parameter pertanggungjawaban pidana komisaris masih memiliki 
ruang untuk dikembangkan (Cristofel & Prasetyo, 2025). 

 
Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkara Harvey Moeis telah dikaji dari aspek 
dampak ekonomi dan lingkungan, keadilan substantif serta pemidanaan, dan penerapan pedoman 
pemidanaan. Namun demikian, berdasarkan penelitian terdahulu tersebut masih terdapat ruang 
kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Harvey Moeis, khususnya 
dalam melihat hubungan antara perbuatan individu dengan kedudukan dan kepentingan korporasi 
dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan tata kelola timah. 
 
Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pertanggungjawaban pidana 
korporasi dengan menggunakan perkara Harvey Moeis sebagai studi kasus dalam tindak pidana 
korupsi pada tata kelola timah. Penelitian ini tidak hanya melihat pertanggungjawaban Harvey 
Moeis sebagai individu, tetapi menganalisis bagaimana perbuatan individu dalam lingkungan 
kegiatan usaha dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan hukum 
pidana Indonesia. 
 
Penelitian ini menawarkan perspektif yang menghubungkan dua perkembangan hukum, yaitu 
konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan perubahan pengaturan tindak pidana 
korupsi dalam KUHP Nasional. Hubungan tersebut dianalisis melalui ketentuan Pasal 603 dan 
Pasal 604 UU No. 1/2023 sebagai bagian dari perkembangan formulasi delik korupsi dalam 
hukum pidana Indonesia. Dengan menempatkan kedua pasal tersebut sebagai dasar perbandingan 
normatif, penelitian ini berupaya melihat relevansi perubahan pengaturan tindak pidana korupsi 
terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. 
 
Fokus tersebut sekaligus menjadi pembeda penelitian ini dari penelitian terdahulu yang membahas 

perkara Harvey Moeis terutama dari perspektif dampak lingkungan, keadilan substantif, atau aspek 
pemidanaan. Penelitian ini tidak menjadikan ketiga aspek tersebut sebagai fokus utama, melainkan 
menitikberatkan pada persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi 
yang berkaitan dengan tata kelola komoditas timah serta keterkaitannya dengan perkembangan 
pengaturan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 1/2023, khususnya Pasal 603 dan Pasal 
604. 
 
Bertolak dari pembahasan tersebut, penelitian ini memusatkan kajian pada dua pokok 
permasalahan. Pertama, mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak 
pidana korupsi yang berkaitan dengan tata kelola komoditas timah. Kedua, mengenai relevansi 
ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU No. 1/2023 terhadap penerapan pertanggungjawaban 
pidana korporasi dalam perkara tersebut. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang 
berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama UU 
Tipikor, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan UU No. 1/2023 tentang KUHP. Sementara itu, 
pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji perkara tindak pidana korupsi dalam tata kelola 
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komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis serta menganalisis konstruksi 
pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam perkara tersebut (Marzuki, 2017). 
 
Bahan penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 
primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan 
objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil 
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan 
tindak pidana korupsi. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian 
dianalisis dengan metode kualitatif dan deskriptif-analitis untuk menguraikan serta 
menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi 

yang menjadi fokus penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 
Korupsi 

 
Perkembangan aktivitas korporasi dalam kehidupan ekonomi menyebabkan hubungan antara 
kegiatan usaha dan tindak pidana menjadi semakin kompleks. Kejahatan yang dilakukan dalam 
lingkungan korporasi tidak selalu dilakukan oleh korporasi secara langsung, melainkan dapat 
melibatkan pengurus, pegawai, pihak yang mempunyai hubungan kerja, pihak yang memberikan 
perintah, maupun pihak yang secara faktual mengendalikan kegiatan korporasi. Kondisi tersebut 

menimbulkan persoalan mengenai dasar atribusi suatu perbuatan kepada korporasi serta batas 
antara pertanggungjawaban pidana individu dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kajian 
mengenai reformulasi pertanggungjawaban korporasi setelah lahirnya KUHP Nasional 
menunjukkan bahwa persoalan atribusi dan konstruksi kesalahan korporasi merupakan bagian 
penting dalam perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia (Ahmad, 2025). 
 
Korporasi tidak hanya dipandang sebagai badan usaha dalam kegiatan ekonomi, tetapi dalam 
hukum pidana Indonesia juga dapat ditempatkan sebagai pihak yang memikul 
pertanggungjawaban atas tindak pidana. Dalam perkara korupsi, dasar mengenai hal tersebut 
dapat ditemukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 
20/2001. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penuntutan maupun penjatuhan pidana 
kepada korporasi, pengurus, atau keduanya apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas 

nama korporasi. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa suatu tindak pidana korupsi dapat 
melahirkan pertanggungjawaban baik bagi pelaku perseorangan maupun korporasi. Namun, 
pembebanan pidana kepada masing-masing subjek harus didasarkan pada ketentuan hukum yang 
berlaku serta bukti yang menunjukkan keterkaitan antara perbuatan pidana dan pihak yang 
dimintai pertanggungjawaban (Istiqomah et al., 2023). 
 
Pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor tidak hanya dibangun 
dari struktur organisasi formal perusahaan. Ketentuan tersebut mengaitkan perbuatan korporasi 
dengan tindakan orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi 
dan bertindak dalam lingkup korporasi, baik seorang diri maupun secara bersama-sama (Fuadi et 
al., 2024). Dengan konstruksi demikian, keberadaan jabatan formal bukan satu-satunya ukuran 
untuk menentukan hubungan seseorang dengan korporasi. Hubungan tersebut juga dapat 

ditentukan berdasarkan fungsi dan keterlibatan seseorang dalam lingkungan kegiatan korporasi. 
Pendekatan ini menempatkan hubungan fungsional antara individu dan korporasi sebagai unsur 
penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan diatribusikan kepada badan 
hukum (Istiqomah et al., 2023). 
 
Hubungan seseorang dengan suatu korporasi, baik sebagai pengurus, pegawai, maupun pihak lain 
yang bekerja atau berkaitan dengan perusahaan, belum cukup untuk secara otomatis 
membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatannya. Penentuan 
tanggung jawab korporasi harus terlebih dahulu melihat keterkaitan antara tindakan yang 



Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Ulfiani) | 67 

 

 

dilakukan dengan aktivitas, kepentingan, atau manfaat yang diperoleh korporasi. Oleh karena itu, 
penting untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan 
seseorang atas kapasitas pribadinya atau justru memiliki keterkaitan fungsional dengan kegiatan 
dan kepentingan korporasi (Roozan et al., 2025). 
 
Berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum alamiah, korporasi merupakan entitas hukum 
yang tidak memiliki kehendak secara biologis. Kondisi tersebut menyebabkan penentuan 
kesalahan korporasi harus dilakukan melalui proses atribusi berdasarkan kriteria yang ditentukan 
dalam hukum. Penilaiannya dapat mencakup tindakan orang yang memiliki posisi atau fungsi 
tertentu dalam korporasi, kebijakan yang diterapkan oleh organisasi, kepentingan yang hendak 

dicapai, serta upaya korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam konteks tindak 
pidana korupsi, konstruksi pertanggungjawaban tersebut berkaitan pula dengan pembuktian unsur 
actus reus dan mens rea sebagai dasar untuk menentukan adanya kesalahan yang dapat dibebankan 

kepada korporasi. 
 
Kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik muncul karena suatu tindak 
pidana dapat melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran, kewenangan, dan posisi yang tidak 
sama dalam organisasi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai model untuk 
menjelaskan dasar pembebanan kesalahan kepada korporasi, di antaranya identification theory, 

vicarious liability, dan corporate culture (Wirawan & Nanda, 2021). Setiap model memiliki dasar 

pendekatan yang berbeda dalam menghubungkan tindakan individu dengan pertanggungjawaban 
yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Perkembangan hukum pidana korporasi juga 

memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata mengidentikkan korporasi 
dengan tindakan pengurus menuju perhatian yang lebih luas terhadap struktur organisasi, proses 
pengambilan keputusan, serta budaya yang berkembang dalam korporasi. 
 
Ketika tindak pidana korupsi terjadi dalam lingkup kegiatan perusahaan, persoalan utama tidak 
berhenti pada penentuan siapa pelaku yang melakukan perbuatan secara langsung. Perlu pula 
ditelaah apakah perbuatan tersebut berkaitan dengan kepentingan korporasi dan apakah terdapat 
manfaat yang diterima oleh badan usaha maupun pihak lainnya (Oktan et al., 2023). Kondisi ini 
menunjukkan pentingnya membangun batas yang jelas antara pertanggungjawaban pidana 
individu dan korporasi. Sejumlah kajian mengenai penegakan hukum terhadap korporasi dalam 
perkara korupsi di Indonesia juga memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban masih lebih sering 
diarahkan kepada pelaku perseorangan, sedangkan korporasi yang memperoleh manfaat dari 

tindak pidana belum selalu ditempatkan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. 
 
Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kriteria yang 
membedakan pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan dari pertanggungjawaban badan 
usaha. Dalam sejumlah perkara korupsi yang berkaitan dengan aktivitas korporasi, penegakan 
hukum masih menunjukkan kecenderungan untuk memusatkan pertanggungjawaban pada 
individu yang terlibat langsung. Di sisi lain, keterlibatan korporasi sebagai pihak yang memperoleh 
manfaat dari tindak pidana belum selalu diikuti dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana 
terhadap badan usaha tersebut. 
 
Penentuan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi dapat dilakukan dengan menggunakan 
indikator yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13/2016.¹ Ketentuan tersebut pada 
pokoknya mengarahkan penilaian pada beberapa keadaan, yaitu adanya keuntungan atau manfaat 
yang diterima korporasi dari tindak pidana, dilakukannya perbuatan untuk kepentingan korporasi, 
adanya sikap membiarkan tindak pidana berlangsung, serta tidak dilaksanakannya tindakan yang 
semestinya diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan menjamin kepatuhan 
korporasi terhadap hukum. 
 
Penilaian terhadap pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata diarahkan untuk 
menentukan pihak yang melakukan perbuatan pidana secara langsung. Aspek lain yang perlu 
diperhatikan adalah tujuan dari perbuatan tersebut, pihak yang memperoleh keuntungan atau 
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manfaat, ada atau tidaknya pembiaran oleh korporasi, serta upaya yang telah dilakukan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan melihat aspek-aspek tersebut, dapat ditentukan batas 
antara kesalahan yang menjadi tanggung jawab individu dan kondisi yang dapat menjadi dasar 
pertanggungjawaban korporasi (Abdina et al., 2025). Dalam perkara korupsi yang melibatkan 
badan usaha, keterkaitan antara tindakan individu dengan kepentingan dan manfaat korporasi, 
termasuk pelaksanaan kebijakan serta mekanisme pengawasan internal, menjadi faktor yang 
relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. 
 
Perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia memperoleh penguatan dengan hadirnya 
UU No. 1/2023 tentang KUHP.(Amiati et al., 2024) Dalam Pasal 45 ayat (1), korporasi secara eksplisit 

ditempatkan sebagai subjek tindak pidana. Penegasan tersebut memberikan landasan dalam 
hukum pidana nasional bahwa suatu korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. 
Kehadiran ketentuan ini juga dipandang sebagai bagian dari perubahan penting dalam 
pembentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi setelah diberlakukannya KUHP 
Nasional (Sawung et al., 2024). 
 
Dasar mengenai pihak yang dapat melakukan tindak pidana atas nama korporasi selanjutnya 
dijelaskan dalam Pasal 46 UU No. 1/2023. Ketentuan tersebut mencakup orang yang menduduki 
posisi fungsional dalam organisasi korporasi serta orang yang memiliki hubungan kerja atau 
hubungan lainnya dengan korporasi dan bertindak untuk dan atas nama ataupun demi kepentingan 
korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatannya (Meidiantama & Charinda, 2024). Pengaturan 
demikian memperlihatkan bahwa penentuan hubungan antara individu dan korporasi tidak 
semata-mata didasarkan pada kedudukan formal seseorang, melainkan juga memperhatikan fungsi 
serta hubungan yang dijalankannya dalam aktivitas korporasi. 
 
Cakupan tersebut diperluas melalui Pasal 47 UU No. 1/2023 yang memasukkan pemberi perintah, 
pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi sebagai pihak yang dapat melakukan 
tindak pidana korporasi meskipun berada di luar struktur organisasi. Ketentuan ini berlaku ketika 
pihak tersebut mempunyai kemampuan untuk mengendalikan korporasi (Oktavianto & 
Khumaeroh, 2025). Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban dalam KUHP Nasional 
tidak hanya berorientasi pada struktur organisasi yang bersifat formal, tetapi juga 
mempertimbangkan keberadaan kendali yang dilakukan secara faktual. Pendekatan tersebut 
mempunyai arti penting karena pihak yang menentukan atau memengaruhi arah kegiatan 
perusahaan dalam kenyataannya tidak selalu tercantum sebagai pengurus dalam struktur resmi 

korporasi (Irza et al., 2025). 
 
Meskipun ruang lingkup pihak yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korporasi telah 
diperluas, status sebagai pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, ataupun pemilik manfaat 
belum dengan sendirinya menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana. Penentuan 
pertanggungjawaban tetap harus dikaitkan dengan keadaan yang menjadi dasar pembebanan 
pidana kepada korporasi. Pasal 48 UU No. 1/2023 pada pokoknya mengatur beberapa keadaan 
yang dapat menjadi dasar tersebut, antara lain tindak pidana berada dalam lingkup usaha atau 
kegiatan korporasi, adanya keuntungan secara melawan hukum bagi korporasi, perbuatan diterima 
sebagai kebijakan korporasi, tidak dilakukannya tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak 
pidana dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, serta adanya pembiaran terhadap terjadinya 
tindak pidana. 
 
Apabila dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, terdapat kesamaan prinsip antara 
parameter pertanggungjawaban korporasi dalam PERMA No. 13/2016 dan konstruksi yang 
terdapat dalam UU No. 1/2023. Kesamaan tersebut terutama terlihat dalam pertimbangan 
mengenai keuntungan atau manfaat yang diterima korporasi, kepentingan korporasi, tindakan 
pembiaran, dan tidak adanya langkah pencegahan yang memadai (Chasani, 2017). Hal ini 
menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP Nasional tidak sepenuhnya menghilangkan 
konstruksi pertanggungjawaban korporasi yang telah berkembang sebelumnya, tetapi memberikan 
dasar yang lebih terstruktur dalam hukum pidana umum. 
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Selain memberikan dasar yang lebih jelas mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek tindak 
pidana, UU No. 1/2023 juga mengatur kembali sejumlah ketentuan mengenai tindak pidana 
korupsi. Pengaturan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 603 dan Pasal 604. Kedua 
ketentuan tersebut merupakan bagian dari perkembangan kodifikasi tindak pidana korupsi ke 
dalam KUHP Nasional. Sejumlah kajian mengenai perubahan hukum pidana korupsi dalam 
KUHP Nasional menunjukkan bahwa terdapat hubungan substantif antara ketentuan tersebut 
dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. 
 
Pasal 603 UU No. 1/2023 pada pokoknya mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang 

lain, atau korporasi secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan 
negara atau perekonomian negara. Rumusan tersebut memiliki keterkaitan substansial dengan 
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang sebelumnya mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang 
lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. Dengan demikian, terdapat kesinambungan materi antara kedua ketentuan 
tersebut meskipun masing-masing ditempatkan dalam rezim pengaturan yang berbeda. 
 
Sementara itu, Pasal 604 UU No. 1/2023 berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan 
maksud memberikan keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui 
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatan atau 
kedudukan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian 
negara. Rumusan tersebut memiliki hubungan dengan Pasal 3 UU Tipikor, yang sebelumnya 
mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan 
untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
 
Hubungan antara Pasal 603 dan Pasal 604 dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menunjukkan 
bahwa pembaruan melalui KUHP Nasional tidak sepenuhnya mengubah substansi dasar delik 
korupsi, tetapi juga merupakan bagian dari proses penataan dan kodifikasi ketentuan pidana 
korupsi ke dalam hukum pidana nasional. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak hanya 
berkaitan dengan sistematika penempatan delik, tetapi juga mencakup aspek pemidanaan. 
Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan ancaman pidana antara ketentuan 
dalam Pasal 603 dan Pasal 604 dengan ketentuan sebelumnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 
Tipikor. Perbedaan tersebut menjadi salah satu aspek yang relevan untuk melihat arah kebijakan 

hukum pidana korupsi setelah diberlakukannya KUHP Nasional. 
 
Dalam perspektif pertanggungjawaban korporasi, keberadaan korporasi sebagai pihak yang dapat 
memperoleh keuntungan dalam rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 mempunyai arti tersendiri. 
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tetap mengakui kemungkinan 
adanya tindak pidana korupsi yang memberikan keuntungan kepada suatu korporasi. Namun 
demikian, harus dibedakan antara korporasi yang memperoleh keuntungan dari suatu tindak 
pidana dengan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keuntungan yang 
diterima oleh korporasi dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, tetapi 
keberadaannya tidak secara otomatis membuktikan kesalahan korporasi. Pertanggungjawaban 
tetap harus ditentukan berdasarkan terpenuhinya dasar-dasar pertanggungjawaban yang 
ditetapkan oleh hukum. 
 
Dengan demikian, perkembangan pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai suatu rangkaian 
yang saling berkaitan. UU Tipikor melalui Pasal 20 telah memberikan dasar mengenai 
kemungkinan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya, PERMA 
No. 13/2016 memberikan pedoman dan parameter untuk menilai tindak pidana serta kesalahan 
korporasi. Adapun UU No. 1/2023 memberikan pengaturan yang lebih sistematis dalam hukum 
pidana umum melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 serta mengatur kembali beberapa bentuk 
tindak pidana korupsi melalui Pasal 603 dan Pasal 604. 
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Kerangka tersebut menjadi penting dalam menentukan batas antara pertanggungjawaban pidana 
individu dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Seseorang tidak dapat dipidana semata-mata 
karena memiliki kedudukan sebagai pengurus atau mempunyai hubungan tertentu dengan 
korporasi. Sebaliknya, perlu dibuktikan adanya keterkaitan antara tindakan yang dilakukan, 
kewenangan yang dimiliki, kepentingan korporasi, manfaat yang diperoleh, serta keadaan lain 
yang menurut hukum dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan 
tersebut, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan 
korporasi dapat dianalisis secara lebih proporsional tanpa secara otomatis menyamakan kesalahan 
individu dengan kesalahan korporasi. 

 
B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Korupsi Tata Kelola Timah yang Melibatkan 

Harvey Moeis 
 
Perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Harvey Moeis berkaitan dengan tata niaga 
komoditas timah dan memperlihatkan adanya keterkaitan antara kegiatan ekonomi, pengelolaan 
sumber daya alam, serta aktivitas berbagai pihak dalam lingkungan usaha. Dalam perkembangan 
perkara tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 menjadi bagian 
penting karena pada tahap kasasi pertanggungjawaban pidana Harvey Moeis tetap dinyatakan 
terbukti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan kajian 
terhadap putusan tersebut, dasar pemidanaan terdakwa berkaitan dengan terpenuhinya unsur 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Mufarrocha, 2026). 
 
Karakter perkara tata niaga timah tersebut berbeda dari perkara korupsi yang hanya melibatkan 
hubungan antara individu dan pejabat publik. Rangkaian perbuatannya berlangsung dalam 
aktivitas perdagangan dan kegiatan usaha yang melibatkan badan usaha, pengurus, pihak yang 
memiliki hubungan dengan korporasi, serta berbagai aktivitas perdagangan komoditas. Keadaan 
tersebut menyebabkan persoalan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dilihat hanya dari 
tindakan Harvey Moeis sebagai individu, tetapi juga membuka kebutuhan untuk menelaah 
hubungan antara tindakan perseorangan dengan struktur serta kegiatan korporasi. Dalam kajian 
mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada tata kelola perdagangan komoditas, perkara 
Harvey Moeis dapat dipandang sebagai gambaran bahwa tindak pidana korupsi dalam kegiatan 
usaha dapat berkaitan dengan struktur hubungan korporasi dan tidak selalu dapat dijelaskan hanya 
melalui tindakan pelaku yang terlihat secara langsung (Saragih et al., 2025). 

 
Dalam hukum pidana, pembebanan pertanggungjawaban harus didasarkan pada perbuatan dan 
kesalahan yang dapat dibuktikan terhadap pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, posisi 
seseorang dalam suatu perusahaan ataupun keterlibatannya dalam kegiatan usaha tidak dapat 
dijadikan dasar untuk secara otomatis membebankan seluruh perbuatan korporasi kepadanya. 
Penilaian terhadap keterlibatan seseorang perlu dilakukan dengan memperhatikan fungsi yang 
dijalankan, kewenangan yang dimiliki, tindakan konkret yang dilakukan, keterkaitannya dengan 
tindak pidana, serta kepentingan yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut. 
 
Dalam perkara Harvey Moeis, pengadilan telah menilai pertanggungjawaban terdakwa 
berdasarkan rangkaian fakta dan alat bukti yang terungkap selama proses persidangan. Dengan 
demikian, dasar pertanggungjawaban Harvey Moeis perlu ditempatkan terlebih dahulu dalam 

kerangka pertanggungjawaban pidana perseorangan, yaitu tanggung jawab yang timbul dari 
keterlibatan serta kesalahan pribadi yang telah dibuktikan melalui proses peradilan. Pada tingkat 
kasasi, dasar tersebut tetap dipertahankan dengan dinyatakannya Harvey Moeis bersalah dalam 
perkara korupsi yang berkaitan dengan tata niaga timah. 
 
Akan tetapi, karena tindak pidana tersebut berlangsung dalam lingkungan kegiatan usaha, muncul 
persoalan lain mengenai sejauh mana tindakan individu mempunyai keterkaitan dengan 
kepentingan korporasi. Hal ini menjadi relevan karena sistem hukum pidana Indonesia telah 
mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam 
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perkara korupsi, Pasal 20 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 
memberikan kemungkinan dilakukannya penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi 
dan/atau pengurus apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi. 
 
Dengan demikian, pemidanaan terhadap orang perseorangan harus dibedakan dari 
pertanggungjawaban pidana korporasi (Syaid & Widodo, 2025). Pemidanaan Harvey Moeis 
sebagai individu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa korporasi yang memiliki hubungan 
dengan kegiatan tersebut telah melakukan tindak pidana. Agar pertanggungjawaban dapat 
dibebankan kepada korporasi, harus terlebih dahulu ditemukan dasar atribusi yang 
menghubungkan perbuatan pidana dengan korporasi. 

 
Hubungan tersebut antara lain dapat dianalisis berdasarkan PERMA No. 13/2016, khususnya 
mengenai tindakan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan 
lain dan bertindak untuk serta atas nama korporasi. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut 
memuat sejumlah indikator, seperti adanya keuntungan atau manfaat yang diterima korporasi, 
perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, pembiaran terhadap tindak pidana, 
maupun tidak dilaksanakannya tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana. Oleh 
sebab itu, atribusi kepada korporasi tidak cukup ditentukan berdasarkan hubungan formal antara 
seseorang dengan perusahaan, tetapi juga perlu melihat hubungan fungsional antara tindak pidana, 
kegiatan, dan kepentingan korporasi. 
 
Hubungan tersebut antara lain dapat dianalisis berdasarkan PERMA No. 13/2016, khususnya 
mengenai tindakan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan 
lain dan bertindak untuk serta atas nama korporasi. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut 
memuat sejumlah indikator, seperti adanya keuntungan atau manfaat yang diterima korporasi, 
perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, pembiaran terhadap tindak pidana, 
maupun tidak dilaksanakannya tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana. Oleh 
sebab itu, atribusi kepada korporasi tidak cukup ditentukan berdasarkan hubungan formal antara 
seseorang dengan perusahaan, tetapi juga perlu melihat hubungan fungsional antara tindak pidana, 
kegiatan, dan kepentingan korporasi (Widjaja & Firmansyah, 2025). 
 
Namun demikian, keberadaan seseorang sebagai directing mind atau beneficial owner belum dapat 

dijadikan dasar tunggal untuk menyatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana. 
Kedua konsep tersebut lebih tepat digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan faktual 

antara individu dan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi tetap mensyaratkan 
pembuktian mengenai keterkaitan tindakan dengan kegiatan korporasi, kepentingan perusahaan, 
manfaat yang diterima, kebijakan korporasi, ataupun kegagalan perusahaan dalam melakukan 
pencegahan terhadap tindak pidana. 
 
Oleh karena itu, perkara Harvey Moeis perlu dianalisis dengan membedakan secara tegas peran 
individu dan peran korporasi. Apabila fakta hukum hanya menunjukkan adanya tindakan individu 
untuk kepentingan pribadi tanpa hubungan yang dapat dibuktikan dengan kepentingan korporasi, 
maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada korporasi. 
Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan 
korporasi, diarahkan untuk memberikan keuntungan kepada korporasi, atau merupakan bagian 
dari kebijakan maupun pembiaran korporasi, maka dasar untuk mempertimbangkan 

pertanggungjawaban korporasi menjadi lebih kuat. 
 
Dalam kegiatan tata niaga timah, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena tindak 
pidana korupsi berkaitan dengan kegiatan usaha sekaligus pengelolaan sumber daya alam. Kajian 
mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tata kelola perdagangan komoditas 
menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam sektor tersebut dapat dilakukan melalui berbagai 
bentuk, seperti manipulasi data produksi, kolusi, penggunaan mitra fiktif, penyembunyian hasil 
kejahatan, maupun kegiatan perdagangan dan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam 
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konteks tersebut, perkara Harvey Moeis dapat menjadi salah satu contoh untuk melihat keterkaitan 
antara struktur korporasi dan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas.  
 
Berdasarkan perspektif tersebut, perkara Harvey Moeis menunjukkan bahwa analisis 
pertanggungjawaban pidana dalam korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan usaha tidak cukup 
berhenti pada identifikasi pelaku langsung. Pemeriksaan juga perlu diarahkan pada pihak yang 
mempunyai kewenangan, pihak yang memberikan perintah, kepentingan yang hendak dicapai 
melalui perbuatan, pihak yang menerima manfaat, serta keberadaan sistem pengawasan dan 
pencegahan dalam korporasi. 
 

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana korporasi yang menempatkan 
hubungan fungsional antara individu dan korporasi sebagai salah satu aspek dalam menentukan 
pertanggungjawaban. Seseorang dapat saja bertindak sebagai pelaku perseorangan sekaligus 
mempunyai hubungan fungsional dengan korporasi, tetapi hubungan tersebut tetap harus 
dibuktikan melalui fakta hukum dan ketentuan yang berlaku. 
 
Perkara tersebut juga memperlihatkan persoalan mengenai kemungkinan penggunaan korporasi 
dalam rangkaian tindak pidana lanjutan. Kajian terhadap Putusan Kasasi Nomor 5009 
K/Pid.Sus/2025 mengenai tindak pidana pencucian uang menunjukkan adanya penggunaan 
sejumlah perusahaan dalam pengelolaan atau penyamaran aliran dana yang berasal dari tindak 
pidana. Dalam kajian tersebut, konsep beneficial owner dan directing mind digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara pihak yang sebenarnya mengendalikan kegiatan dengan korporasi 

yang digunakan dalam transaksi. 
 
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu tindak pidana korporasi dapat menempati dua 
posisi yang berbeda. Pada satu sisi, korporasi dapat menjadi subjek yang dimintai 
pertanggungjawaban pidana. Pada sisi lain, korporasi dapat pula digunakan sebagai sarana atau 
instrumen oleh individu untuk melakukan tindak pidana ataupun menyamarkan hasil tindak 
pidana. Kedua keadaan tersebut harus dibedakan karena mempunyai konsekuensi hukum yang 
berbeda. Penggunaan korporasi sebagai sarana oleh individu tidak secara otomatis menjadikan 
korporasi sebagai pelaku, sedangkan apabila perbuatan dapat diatribusikan kepada korporasi 
berdasarkan ketentuan pertanggungjawaban pidana, badan hukum tersebut dapat ditempatkan 
sebagai subjek yang bertanggung jawab. 
 

Dalam konteks tersebut, penerapan PERMA No. 13/2016 secara substantif menjadi penting. 
Peraturan tersebut tidak hanya memberikan pedoman dalam penanganan perkara yang melibatkan 
korporasi, tetapi juga menyediakan indikator untuk menilai kesalahan korporasi. Karena itu, 
ketika suatu perkara memperlihatkan hubungan antara individu dan badan usaha, aspek berupa 
manfaat, kepentingan korporasi, pembiaran, serta kegagalan melakukan pencegahan dapat 
digunakan untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana dapat diperluas dari pelaku 
perseorangan kepada korporasi. 
 
Perkembangan tersebut kemudian memperoleh penguatan melalui UU No. 1/2023 tentang 
KUHP. Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 membentuk kerangka yang lebih sistematis mengenai 
pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pengaturan mengenai pihak yang memiliki 
kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Kerangka 

tersebut dapat digunakan sebagai perspektif perkembangan hukum dalam membaca persoalan 
pertanggungjawaban korporasi, dengan tetap memperhatikan bahwa ketentuan pidana tidak dapat 
diberlakukan secara retroaktif terhadap perbuatan yang terjadi sebelum ketentuan tersebut berlaku. 
 
Dengan demikian, relevansi perkara Harvey Moeis terhadap kajian pertanggungjawaban pidana 
korporasi bukan karena putusan tersebut secara otomatis menyatakan suatu korporasi bersalah, 
melainkan karena rangkaian fakta dalam perkara tersebut memperlihatkan pentingnya 
membedakan pertanggungjawaban pelaku perseorangan dari pertanggungjawaban badan usaha 
yang berada dalam lingkungan kegiatan tindak pidana. 
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Atas dasar itu, pertanggungjawaban Harvey Moeis sebagai individu harus ditempatkan pada 
perbuatan dan kesalahan yang telah dibuktikan oleh pengadilan. Sementara itu, 
pertanggungjawaban korporasi harus dianalisis melalui keterkaitan tindak pidana dengan 
kepentingan, manfaat, kebijakan, serta mekanisme pengawasan korporasi. Perbedaan tersebut 
merupakan konsekuensi dari kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mempunyai 
konstruksi pertanggungjawaban tersendiri. 
 
Oleh karena itu, perkara Harvey Moeis dapat digunakan sebagai contoh untuk menguji batas 
antara pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi dalam tindak pidana korupsi yang 

berlangsung dalam lingkungan kegiatan usaha. Analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk 
melihat relevansi perkembangan hukum melalui UU No. 1/2023, terutama mengenai kedudukan 
korporasi sebagai subjek tindak pidana serta pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 603 
dan Pasal 604. 
 

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi 
tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kedudukan seseorang dalam struktur korporasi. 
Pertanggungjawaban harus didasarkan pada pembuktian mengenai keterlibatan, kewenangan, 
kepentingan, manfaat, pengendalian, atau pembiaran yang memiliki hubungan dengan tindak 
pidana. Dalam perkara Harvey Moeis, pertanggungjawaban yang dijatuhkan merupakan 
pertanggungjawaban pidana perseorangan berdasarkan keterlibatan dan kesalahan pribadi yang 

terbukti dalam perkara, sehingga tidak dapat secara otomatis disamakan dengan 
pertanggungjawaban pidana korporasi. 
 

UU No. 1/2023 memperkuat konstruksi pertanggungjawaban korporasi dengan menempatkan 
korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui Pasal 45 dan mengatur dasar 
pertanggungjawabannya dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48. Sementara itu, Pasal 603 dan 
Pasal 604 mengatur kembali tindak pidana korupsi yang memiliki hubungan substantif dengan 
Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikian, UU No. 1/2023 memberikan perkembangan 
normatif yang lebih sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan 
perkara Harvey Moeis menegaskan pentingnya pembuktian konkret atas perbuatan dan kesalahan 
individu sebelum pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang. 

Aparat penegak hukum perlu melakukan pemisahan yang jelas antara pertanggungjawaban pidana 
individu dan korporasi dengan mendasarkan pembebanan pidana pada perbuatan dan kesalahan 
yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata pada jabatan atau kedudukan seseorang dalam struktur 
korporasi. Selain itu, penerapan UU No. 1/2023 perlu dilakukan secara konsisten dengan 
memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi, sehingga terdapat batas yang 
jelas antara pertanggungjawaban individu dan korporasi serta dapat memberikan kepastian hukum 
dalam penanganan tindak pidana korupsi. 
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